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BUPATI SINTANG

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR 53 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan
Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah dan tertib administrasi
pemungutan pajak daerah untuk jenis pajak parkir,
maka dipandang perlu mengatur petunjuk
pelaksanaan pemungutan pajak parkir di Kabupaten
Sintang;

bahwa guna memenuhi maksud scbagaimana pada
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Sintang tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Parkir;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor

2756);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42,
Tahun 1997 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
129, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3987);

Undang - Undang ...
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Undang»Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang
Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 189},

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

Undang-Unda.ng Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 151 Tahun 2000
tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka
Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4049);

Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000
tentang Penjualan Barang Sitaan Yang dikecualikan
Dari Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka
Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4050);

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005
tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan ...
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'!:ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578,

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010
Tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut
Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atay Dibayar
Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2011 Nomor 2,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang
Nomor 2;

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran
Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang
Nomor 7;

Peraturan Bupati Sintang Nomor 131 Tahun 2016
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan
Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang
(Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016
Nomor 131, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sintang Nomor 131).

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN
PAJAK PARKIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM
PABAL 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Sintang.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai
‘ unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang.

3. Bupati adalah Bupati Sintang.

4. Badan ...
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Pengelola  Pendapatan Daerah yang seclanjutnya disingkat
Bappenda adalah satuan kerja perangkat daerah yang diberi kewenangan

m.clukuknn pengelolaan dan pemungutan pajak daerah di Kabupaten
Sintang.

Kepala Badan adalah Kepala Bappenda Kabupaten Sintang.

P(‘jubt'il adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang
zrrajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang
rlaku.

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib
kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang
!)crsifut memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar

badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan
berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu
usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak
bersifat sementara.

Tempat Parkir adalah tempat parkir diluar badan jalan yang
disediakan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan
berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai
suatu usaha termasuk tempat penitipan kendaraan bermotor.

Penyelenggara tempat parkir adalah setiap orang atau badan yang
menyeclenggarakan tempat parkir.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik
daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi,
koperasi, dana pensiun, persckutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi

massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan

bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk
usaha tetap.

Masa pajak adalah jangka waktu yang.lamanya sama dengan satu
bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

j harus dibayar pada suatu saat,

ak yang terutang adalah pajak yang : .
::inm masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun ?ajak
sesuai dengan ketentuan peraturan pcrundang-undangan perpajakan

daerah.

15. Pemungutan ...
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Pemungutan adalah  suaty rangkaian

penghimpunan data objek, subjek pajak dan penentuan besarnva

pajak yang terutang, sampai dengan kegiatan penagthan pajak serta
pengawasan penyetorannya.

Kegiatan  mular  darn

Self Assessment adalah Sistem  pemungutan pajak  dimana pajak

di}f“}:’“& diperhitungkan, dibayar, dan duaporkan sendiri oleh wajib
pajak.

Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD
adalah nomaor yang diberikan kepada waitb pajak sebagai sarana
dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan schagar tanda
pengenal diri atau identitas wajib pajak dan usaha wajib pajak dalam
melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan daerah

Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah yang selanjutnya  disingkat
S?’QPD. adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk mendaftarkan
diri dan melaporkan objek pajak atau usahanya ke Bappenda.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang sclanjutnya disingkat SPTPD
adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan
penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau
bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah
bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas
Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupat.

Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak
yang terutang.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya
disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan
besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah
kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi,
dan jumlah yang masih harus dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang
selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang
menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat
SKPDN adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah pajak
terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak

terutang dan tidak ada kredit pajak.
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25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat

il\'lPtl?'LB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah
def than pcz.nbayaran pajak, karena jumlah kredit pajak lebih besar
ari pada pajak yang terutang atau tidak secharusnya terutang.

26. Porporasi adalah kegiatan pengesahan atas lembaran surat berharga

dcngaljx cara pembuatan lubang dengan kode tertentu yang berlaku di
Pemerintah Daerah.

27. Surat Tagihan Pajak Daerah yang yang selanjutnya disingkat STPD

adalt.ih‘ surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi
administrasi berupa bunga dan/atau denda.

28. Surat Teguran adalah surat untuk memberikan peringatan atau sanksi

terhadap pelanggaran pelaksanaan perpajakan daerah yang dilakukan
oleh wayjib pajak.

29. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya
penagihan pajak.

30. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara
teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang
meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah
harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup
dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba
rugi untuk periode tahun pajak tersebut.

31. Pencatatan adalah pengumpulan data yang dikumpulkan secara
teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan/ atau
penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak
yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak
dan/atau yang dikenai pajak yang bersifat final.

32. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari,
mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya,
untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah,
dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dan untuk tujuan
lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan daerah.

BAB II
OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

j j i lenggaraan parkir diluar badan

k Pajak Parkir adalah semua penye

& (:.'l)i:l baxJk yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang
.:iiacd'iakan sebagai usaha, termasuk penyedian tempat penitipan

kendaraan bermotor.
(2) Tidak ...



(2)

(1)

rANpLY9

b. pf:nyclenggaraan tempat parkir oleh
digunakan untuk karyawannya sendiri- dan

: tempat parkir oleh kedutaan, konsulat, dan
perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

Pasal 3

Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan

parkir kendaraan bermotor

Pasal 4
Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan
tempat parkir.
BAB III
DASAR PENGENAAN PAJAK
Pasal 5

(1)

(2)

(3)

(4)

Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah (tarif) pembayaran atau
yang seharusnya dibayar oleh setiap pemakai jasa tempat parkir.

Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang
diberikan kepada penerima jasa parkir.

Perhitungan pajak parkir terhutang dengan cara mengalikan tarif
dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Contoh perhitungan Pajak Parkir dimaksud pada ayat (1), tercantum
dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
peraturan ini.

BAB IV
PENDAFTARAN, DAN PENDATAAN

Bagian Kesatu
Pendaftaran

Pasal 6

Setiap penyelenggara tempat parkir wajib mendaftarkan diri dan

melaporkan usaha ata

u objek pajak parkir dengan menggunakan media

SPOPD kepada Bappenda.

(2) Pendataan ...
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Pendaftaraan peny

; clenggaraan tempat parkir scbagaimana dimaksud ayat
(1) dilaksanakan p

aling lama 7 (tujuh) hari scjak kegiatan usaha dimulai.

SPOPD  sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diambil sendiri oleh
penangpung pajak di Bappenda.

Formulir pendaftaran wa

jib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus di isi

dan ditulis dengan benar, jelas, dan lengkap serta

ditandatangani oleh penanggung pajak dengan melampirkan :

a. Fotokopi identitas diri/ penanggungjawab/penerima kuasa (KTP,SIM,
Paspor);

b. Surat Kuasa apabila  pemilik/pengelola  usaha/penanggung jawab
berhalangan dengan disertai fotocopy KTP, SIM, Paspor diri pemberi
kuasa;

¢. Fotocopy Surat lzin Penyelenggaraan Tempat Parkir atau Surat

Reterangan Penyelenggaraan  Tempat Parkir dari  pejabat  yang
berwenang.

SPOPD dan lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib

disampaikan ke Bappenda paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal
diterima.

Terhadap penyelenggara tempat parkir yang telah mendaftarkan diri
dan melaporkan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
diberikan Surat Penetapan/ Pengukuhan sebagai Wajib Pajak dan
NPWPD.

Apabila penyelenggara tempat parkir tidak melaksanakan kewajiban
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dan telah diberikan teguran secara
tertulis, maka Kepala Badan dapat menerbitkan Surat Penetapan/
Pengukuhan sebagai Wajib Pajak dan NPWPD secara jabatan.

Penerbitan NPWPD secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
dilaksanakan paling lambat 30 hari sejak diterbitkannya surat teguran.

Format SPOPD scbagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam
Lampiran Il merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan

Bagian Kedua
Pendataan
Pasal 7

Pendataan dilakukan apabila penyelenggara tempat parkir tidak
mendaftarkan kegiatan perparkiran kepada Bappenda.

(2) Pendataan ...
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Pendataan objek pajak dilakukan dengan memberikan SPOPD kepada
penyelenggara tempat parkir.

SPOPD'yang telah diterima, wajib diisi dengan jelas, benar, dan lengkap
serta ditandatangani oleh penanggung pajak atau kuasanya.

Apabila  penanggung pajak tidak bersedia atau menolak

menandatangani SPOPD, maka Bappenda dapat melakukan pendataan
secara jabatan.

Berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2}, ayat (3)
dan ayat (4) Kepala Badan menerbitkan:

a. Surat Penetapan/ Pengukuhan sebagai Wajib Pajak;
b. Kartu NPWPD.

Surat Penetapan/ Pengukuhan sebagai Wajib Pajak, Kartu NPWPD

disampaikan Bappenda kepada penyelenggara tempat parkir secara
tertulis.

Format NPWPD sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf b tercantum dalam
Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini,

BAB V
TATA CARA PELAPORAN PAJAK

Bagian Kesatu
Tata Cara Pelaporan

Pasal 8

Setiap wajib pajak, wajib mengisi SPTPD dengan benar, jelas, lengkap
dan ditandatangani oleh wajib pajak serta menyampaikannya ke
Bappenda setiap bulan.

SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diambil sendiri oleh wajib
pajak atau dapat disampaikan oleh Bappenda kepada wajib pajak.

SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisikan pelaporan jumlah
uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara

tempat parkir.

i dimaksud pada ayat (1), merupakan dasar untuk
PTPD sebagaimana :
i)elnl?ukan pembayaran pajak daerah sesuai dengan masa pajak.

(5) Penyampaian...
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Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada syat (1), dilakukan
paling lama 7 {tujuh) han kerja setelah berakhimya masa pajak.

Apabila batas wakru penyampazan SPTPD jatuh pada han hbur, maka

batas waktu penyampaian SPTPD jatuh ‘
> da
: N pa satu han kena

Penyampaian SPTPD scbegaimana dimaksud pada avat (2} harus

diserta: lampiran dokumen berupa -

2 rekapitulas: penerimaan masa parak bulan yvang bersangkutan,

b rekapitulasi penggunaan berikut potongan bonggol karcis, resi
pariur yang telah digunakan wanb pajak;

Sm dianggap tdak disampaikan, apabila bdak ditandatangam: oleh
wajib pajak sebagaimana dimaksud pada avat (1)

Apabia SPTPD udak disampaikan pada batas waktu schagaimana
dimaksud pada avat (3. Kepala Badan menyampaikan surat teguran
kepada wajib pajak paling banyak 3 (tga) kah dalam jangka waktu
paling lama 21 {dua puluh saruj han kalender.

Apabila telah dilakukan teguran tertubs sebagaimana dimaksud pada
avat (9] wanb pajak nidak menvampaikan SPTPD, maka Kepala Badan
menelapkan pajak teruiang secara jabatan dengan SKPD.

Forma: SPTPD secbagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran [V merupakan bagan vang Ddak termsahkan dan Peraturan
Bupet mu,

Pasal 9

Bupat melain Kepala Badan atas permohonan wapb pajak dapat
mhaﬁlnmmnﬁngkanxhumm%pﬂnghm?
{ruguh) han kena
Permohonan perpanjangan penyampaan SPTPD scbagaimana dunaksud
pda.yacudn;ukanmwnuhsdxxmahsmyangjehsxbem
mwmm\mmwm&s\nm
pasal 7 ayat 5}
Pasal 10
kemauan sendin dapat membetulkan SPTPD vang telah

menyampaikan surat pernyataan tertulis kepada Kepala
' tindakan pemeriksaan untuk masa pajak

Wagh Pajak atas
Badan, scpanjang bejum dilakukan
atau tahun pajak yang dimaksuc

{2} Dalam ...
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Dalam hal wajib pajak membetulkan sendiri SPTPD sebagaimana dimaksud
pfada ayat (1), yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, maka

Bagian Kedua
Perhitungan dan Penetapan Pajak

Bagian Kesatu
Perhitungan Pajak

Pasal 11

Penetapan pajak dengan Sistem Self Assessment yang memberikan
kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan,
membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang kepada
Bappenda.

Wajib pajak dalam menghitung, memperhitungkan, dan melaporkan
sendiri pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
menggunakan SPTPD.

Wajib pajak yang tidak menyampaikan SPTPD sesuai waktu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) diberikan surat teguran
paling banyak 3 (tiga) kali dan paling lama 21 (dua puluh satu) hari
kalender.

Apabila sampai waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Wajib Pajak
belum menyampaikan SPTPD, Kepala Badan menetapkan pajak terutang
secara jabatan dengan SKPD.

Pasal 12

Setiap wajib pajak bertanggung jawab terhadap pemungutan dan
pembayaran pajak atas penyelenggaraan parkir tersebut.
Setiap wajib pajak dalam mencatat transaksi atau penerimaan pembayaran
atas pelayanan penyediaan tempat penyelenggaraan parkir, wajib
menggunakan karcis parkir yang telah diporporasi oleh Bappenda, atau jika
menggunakan cash register, harus mengajukan permohonan persetujuan
dari Kepala Badan. " |
ji j tidak menggunakan tiket/karcis yang ti iporporasi
rl::':bBT;;cknd?n cg:likcnakan sanksi administratif berupa kenaikan pajak
sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak terutang.

Bagian ...
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Bagian Kedua
Penctapan Pajak
Pasal 13

(1) Da.lam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnyva
pajak, Bupati atau Kepala Badan dapat menerbitkan :
a. SKPDKB dalam hal :
1. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain.
pajak yang terutang tidak atau kurang dibavar .
2. apabila SPTPD tdak disampaikan kepada Bappenda dalam
Jangka waktu sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (3; dan telan
ditegur secara tertulis tetapi tidak disampaikan pada wakTunys
sebagaimana ditentukan dalam surat teguran.

3. Apabila kewajiban mengisi SPTPD udak dipenuhi, maka pajak
~ vang terutang dihitung secara jabatan

b. SKPDKBT, apabila ditemukan data baru dan/atau data yvang semula
belum terungkap vang menyebabkan penambahan jumlah pajak
vang terutang;

c. SKPDN apabila jumlah pajak vang terutang sama besarnyva dengan
jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tdak ada kredit
pajak.

(2) Jumlah kekurangan pajak yvang terutang dalam SKPDEB sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2, dikenakan sanks
administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dibirung
dari pajak vang kurang atau terlambat dibavar untuk jangks waktu
paling lama 24 (dua puluh empat] bulan dihitung sejak saat terutang
pajak sampai dengan diterbitkan SKPDKB.

‘-‘ (3) Jumlah pajak yvang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a angka 3, ditetapkan secara jabatan dengan
dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (due
puluh lima persen) dari Pokok Pajak ditambah sanksi adminustratf
berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihirung dan pajak yang
kurang atau terlambat dibayar untuk jangka wakru paling lama 24 (dua
puluh empat) bulan dihirung sejak saat terutangnya pajak sampai dengan
diterbitkan SKPDKB.

(4) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikenakan sanksi administrasi berupa
kenaikan pajak scbesar 100% (seratus persenj dan jumlah kekurangan

pajak tersebut.

% {51 Kenaikan
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(5} Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dikenakan apabila

(6)

)

(1)

(2)

(3)

(4)

®)

“I.a_]ib pajak‘mclaporkan sendiri kekurangan pajak yang terutang sebelum
dilakukan tindakan pemeriksaan.

SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat diterbitkan

sebelum didahului dengan penerbitan SKPDKB sebagaimana dimaksud
pada ayat (3).

SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diterbitkan lebih
dari 1 (satu) kali untuk masa pajak atau tahun pajak yang sama
sepanjang  ditemukan lagi data yang belum terungkap yang
menyebabkan penambahan jumlah pajak terutang.

Pasal 14

Penetapan pajak terutang yang dihitung secara jabatan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf a angka 3 dan ayat (3) ,
dilakukan oleh Kepala Badan berdasarkan data yang ada atau keterangan
lain yang dimiliki Bappenda.

Penetapan pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dapat dilakukan apabila :

a. wajib pajak tidak menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan atas
transaksi/omzet usahanya;

b. wajib pajak menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan tetapi
tidak lengkap dan/atau tidak benar;

c. wajib pajak tidak mau menunjukkan pembukuan dan/atau menolak
untuk diperiksa dan/atau menolak memberikan keterangan pada
saat dilakukan pemeriksaan; dan

d. wajib pajak yang tidak menggunakan karcis/resi atau tanda bukti
pembayaran dalam bentuk apapun yang berseri dan bernomor urut.

Sebelum dikenakan perhitungan pajak secara jabatan, petugas
Bappenda telah melakukan prosedur pemeriksaan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penetapan pajak secara jabatan dapat didasarkan pada data yang

diperoleh melalui metode pemeriksaan sebagai berikut:
a. berdasarkan hasil pengamatan langsung di lokasi usaha wajib pajak;

dan/atau .
b. berdasarkan data pembanding.

Pemeriksaan berdasarkan hasil pengamatan langsung di loka§i usaha
aimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dilakukan

xm-kumngnya sebanyak 3 (tiga) kali sesuai jam operasi baik
secara terus menerus maupun berselang.

(6) Berdasarkan ...
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(7) Pemeriksaan berdasarkan data

an_tara lain dari fasilitas, kapasitas, klasifikasi lokasi usaha, dan lain-
lain secara pProporsional atau kondisi usaha antara tahun atau bulan
yang sedang diperiksa dengan tahun atau bulan sebelumnya.

(8] Data pembanding sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diperoleh

berdasarkan data yang ada di Bappenda, atau sumber lain yang dapat
dipercaya,

(9) Dalam penetapan pajak terutang yang dihitung secara jabatan tetap

dibuatkan SPTPD dengan ditandatangani oleh Kepala Badan atau Pejabat
vang ditunjuk.

BAB VI
TATA CARA PEMBAYARAN

Bagian Kesatu
Tata Cara Pembayaran Pajak

Pasal 15

{1} Pembayaran pajak terutang dengan media SPTPD harus dilak.ukan sekaligus
dan lunas di Kas Daerah atau melalui Bendahara Penerima Bappenda,
paling lambat 1 (satuj bulan setelah berakhirnya masa pajak dengan
menggunakan SSPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka batas waktu
bayaran jatuh pada hari kerja hari berikutnya.

Apabila pembay ) i lah jatuh tempo

1 aran pajak masa terhutang dilakukan sct.z '

) pembayaran oebagais:ma dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi
administratif berupa bunga atas keterlambatan sebesar 2 % (dua persen)
sebulan untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan.

Pasal 16 ...
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(2)
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Pasal 16

Pajak terutang dalam SKPD,SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD wajib dilunasi

dalam jangka waktu palin : i
g lama 30 (tiga
diterbitkan. ( puluh) hari scjak tanggal

Pajak terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD, yang tidak atau
kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua
persen) setiap bulan’

Bagian Kedua
Pembayaran Angsuran

Pasal 17

Bupati melalui Kepala Badan atas permochonan Wajib Pajak setelah
memenuhi persyaratan yang ditentukan, dapat memberikan persetujuan
untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak yang terutang dalam
SKPD,SKPDKB,SKPDKBT atau STPD, dengan dikenakan bunga sebesar 2
% (dua persen) secbulan.

Tata cara pembayaran angsuran pajak terutang dilakukan sebagai berikut :
a. Wajib Pajak yang akan melakukan pembayaran pajak secara angsuran,
harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan
dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan fotocopy SKPD,
SKPDKB,SKPDKBT atau STPD yang diajukan pemohon;

b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus sudah
diterima Bappenda paling lama 7 (tujuh) han sebelum jatuh tempo
pembayaran yang ditentukan;

¢. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus melampirkan
rincian utang pajak untuk masa pajak atau tahun pajak yang
bersangkutan serta alasan - alasan yang mendukung diajukannya
permohonan;

d. Permohonan pembayaran secara angsuran yang disetujui Bappenda
dituangkan dalam Surat Keputusan Pembayaran Angsuran, dan baru
dapat dikeluarkan setelah terlebih dahulu mendapat telaahan dari

pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Badan;

e. Persetujuan terhadap angsuran pembayaran pajak sebagaimana

dimaksud pada huruf d dinyatakan lebih lanjut dalam Surat
f mﬂyﬂn angsuran diberikan Paling lama ux.mxk 5 .(lima) kali
: angsuran dalam jangka waktu 5 (lima) bulan tenjhxtung sejak tanggal
Surat Keputusan Angsuran, kecuali ditctap}a.m {mn oleh Kepala Badan
perdasarkan alasan wajib pajak yang dapat dgcnma; ) ' =
Pemberian angsuran tidak menunda kewajiban wajib I_:ajak \.mt :
. melaksanakan pembayaran pajak terutang dalam masa pajak berjalan;

h. pembayaran...
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h. Pembayaran angsuran dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen)
sebulan;
1. Perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut ;

1) Perhitungan sanksi bunga dikenakan hanya terhadap jumlah sisa
angsuran:

2) Jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya

sisa pajak yang belum atau akan diangsur dengan pokok pajak
angsuran;

3) Pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak
terutang yang akan diangsur, dengan jumlah bulan angsuran;

4) Bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan
bunga sebesar 2% (dua persen);

5) Besarnya jumlah yang harus dibayar tiap bulan angsuran adalah
pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2% (dua
persen);

j- Terhadap jumlah angsuran yang harus dibayar tiap bulan tidak dapat
dibayar dengan angsuran lagi, tetapi harus dilunasi tiap bulan;

Baglan Ketiga
Penundaan Pembayaran

Pasal 18

Bupati atau Kepala Badan atas permohonan Wajib Pajak setelah
memenuhi persyaratan yang ditentukan, dapat memberikan persetujuan
untuk menunda pembayaran pajak yang terutang dalam
SKPD,SKPDKB,SKPDKBT atau STPD, dengan dikenakan bunga sebesar 2
% (dua persen) sebulan.

Tata cara penundaan pembayaran pajak terutang dilakukan sebagai

berikut :

a. Wajib Pajak yang akan melakukan penundaan pembayaran pajak,
harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada kepala badan
dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan fotocopy SKPD,
SKPDKB,SKPDKBT atau STPD yang diajukan pemohon;

b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus sudah
diterima Bappenda paling lama 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo

yaran ditentukan;

Cq mhonan ?::gaimana dimaksud pada huruf a harus melampirkan
rincian utang pajak untuk masa pajak atau tahun pa_]ak yang
bersangkutan serta alasan - alasan yang mendukung diajukannya

d Permohonan’ penundaan pembayaran yang disetujui Bappenda

' dituangkan dalam Surat Keputusan Penundaan Pembayaran, dan baru
dapat dikeluarkan setelah terlebih dahulu mendapat telaahan dari

pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Badan;

e. Persetujuan ...
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mulai tanggal ja
SKPDKB, SKPD
Badan berdasar
h. Penundaan Pe
sebulan;

i . Perhitungan untuk penundaan pembayaran sebagai berikut :

1) Perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak
terutang yang akan ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 2%
(dua persen), dengan jumlah bulan yang ditunda, dikalikan dengan
jumlah bulan yang ditunda, dikalikan dengan jumlah pajak terutang
yang akan ditunda;

2) Besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah pajak
terutang yang ditunda, ditambah dengan jumlah bunga 2% (dua
persen) per bulan;

3) Penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada
saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat
diangsur.

j. Terhadap wajib pajak yang telah mengajukan permohonan penundaan
pembayaran, tidak dapat mengajukan permohonan penundaan
pembayaran untuk Surat Ketetapan pajak yang sama.

tuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPD,
KBT atau STPD, kecuali ditetapkan lain oleh Kepala
kan alasan wajib pajak yang dapat diterima;

mbayaran dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen)

BAB VII
PENAGIHAN PAJAK

Bagian Kesatu
Penagihan

Pasal 19
Penagihan Pajak dilakukan dengan STPD.

pala Badan dapat menerbitkan STPD apabila :
;(c pajak parkir dalam tahun berjalan tidak dibayar atau kurang bayar; ‘
b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai
akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
c. wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa denda atau bunga.

i alam STPD sebagaimana

kurangan pajak yang terutang d ! :

Jumla. hudkc da ayat (2) huruf a dan huruf b, ditambah deng.an sanksi

a 3 s 5? berupa bunga sebesar 2% {dua perseratus) setiap bulan

adnu,:;nez:gka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat
un J

terutangnya pajak- (4) Pajak ...
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(4)
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(1)
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Pajak i
jak yang tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran atau

terlambat dibayar dikenakan i ini
sanksi administrasi berupa b 0
(dua persen) sebulan, dan ditagih dengan STPD. PRSI athemet

Forms z ;
at bentuk STPD scbagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum

dalam Lampiran V
yang meru : : 3 ;
Peraturan ini. pakan bagian tidak terpisahkan dari

Pasal 20

Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak yang terutang dalam SKPD,
SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat

Kf:putusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang
dibayar setelah jatuh tempo pembayaran.

Tahapan pelaksanaan penagihan pajak terutang yang tidak atau kurang

dibayar setelah jatuh tempo pembayaran, diatur sebagai berikut :

a. Kepala Badan atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan dan
menyampaikan Surat Teguran atau surat peringatan atau surat lain
yang sejenisnya dalam waktu sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja
setelah berakhirnya tanggal jatuh tempo pembayaran yang tercantum
dalam Surat Ketetapan Pajak, Surat Pembetulan, Surat Keputusan
Keberatan dan putusan banding dengan meminta tanda penerimaan
surat.

b. Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis kepada
wajib pajak paling banyak 3 (tiga) kali dan paling lama 21 (dua puluh
satu) hari.

c. Pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat paksa setelah lewat 21 (dua
puluh satu) hari sejak tanggal dikeluarkannya surat teguran/peringatan
atau sejenisnya yang terakhir;

d. Jika dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak dit‘crbitkannya
surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dilaksanakan
pembayaran, maka Bupati dapat menutup sc.mcntara u’sahef tempat
parkir wajib pajak melalui Tim Terpadu atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB VIII
PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN

Kesatu
Pemeriksaan

Pasal 21

meriksaa j i berwenang
i pajak Parkir, Kepala Badan n
mcpe “:kn glk ;Lnguji kepatuhan pemenuhan kewajiban

m;ik dan tu‘;zan lain dalam rangka melaksanakan peraturan
dae

perpa tentang Pajak paerah. (2) Untuk ...
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Untuk melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Kepala Badan dapat menun;j
yuk petugas pemeriksa '
pokok dan fungsi di bidang perpajakan. K Tempanyal fugas

Petugas pemeriksa sebagaimana dimaksud ayat (2) dalam melaksanakan

tugas .harus dilengkapi dengan surat perintah tugas untuk melakukan
pemeriksaan dari Kepala Badan.

Pemeriksaan kepada w

dapat dilakukan :
a.

ajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terhadap wajib pajak yang diwajibkan menyelenggarakan pembukuan
atau pencatatan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah;

b. terhadap wajib pajak yang mengajukan permohonan pengurangan dan

pembebasan pajak;

c. terhadap wajib pajak yang mengajukan permohonan pengurangan
ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif;

Wajib pajak yang diperiksa atau kuasa wajib pajak wajib membantu

petugas pemeriksa dalam hal :

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen
yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan
obyek pajak yang terutang,

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang
dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran
pemeriksaan; dan/atau

c. memberikan data dan keterangan yang diperlukan secara benar,
lengkap dan jelas.

Wajib Pajak yang diperiksa yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana
dimaksud pada ayat (S5) yang menyebabkan petugas pemeriksa menemui
kesulitan dalam menghitung nilai pendapatan bruto, maka pengenaan
besarnya pajak terutang dapat dilakukan dengan metode penghitungan
laporan penerimaan yang tertinggi dalam 1 (sa.tu) tahun pajak terakhir dan
dikenakan sanksi administratif berupa kcnallkan 100% (seratus persen)
dari jumlah pajak terutang yang seharusnya dibayar.

besarnya pajak terutang sebagaimana dimaksud pada

Hasil perhitungan oleh petugas pemeriksa untuk ditetapkan secara

ayat (5) dapat diusu
jabatan.

gaman i j ( badan
i n an petugas pemeriksa pajak, Kepala
ga:ntfan pengamanan dari aparat penegak hukum, atau

dapat meminta b h terkait lainnya sesuai dengan peraturan

satuan kerja perangkat s
perundang-undangan.

(9) Apabila...
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Apabila dalam

= ‘m;P:ngungl::pi‘lwn pcmbukuan pencatatan atau dokumen serta

unwtukj angan 3 ! diminta, Wajib -l.’ajak yang terikat oleh suatu kewajiban
merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 22

B : ;

b:r;;aemnmdalm Bappenda dan/atau satuan kerja perangkat daerah terkait
1anng melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan usaha atau

penvelenggaraan tempat parkir baik bersifat rutin atau insedentil.

Kepala Badan berwenang menempatkan Petugas Pengawas yang dilengkapi
sgrat mga§ dan/atau peralatan {equipment) baik sistem manual dan/atau
sistem on line fkomputerisasi) di tempat penyelenggaraan parkir.

Penggunaan peralatan dengan komputerisasi sebagaimana dimaksud ayat
(2) dilakukan dengan cara menghubungkan mesin komputer wajib pajak
dengan komputer milik pemerintah daerah melalui sistemn jaringan
informasi Bappenda secara on line.

Pasal 23

Penempatan peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2)
berfungsi sebagai alat kontrol setiap transaksi, dengan biaya pengadaan
peralatan tersebut menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Wajib pajak harus memelihara peralatan (equipment) sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dan tidak mengubah program yang telah

ditentukan Bappenda.

Penempatan petugas pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22
ayat (2) di dengan maksud untuk melaksanakan pengawasan

nal dan penghitungan data pembayaran dengan batas waktu
tertentu dan/atau dengan perﬁmbangan-pertimbangan teknis tertentu.

ditemukan adanya pelanggaran
Apabila dalam melakukan pcﬂgt}WﬁSan .
yang dilakukan oleh wajib pajak, petugas pemeriksa melaksanakan
. kembali atas pajak terutang yang disetor terbesar dal?m
PEIpA ak! berjalan ditambah sanksi administrasi berupa kenaikan pajak
nan p ) dari jumlah pajak.

BAB VIII ...
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BAB IX

KRITERIA WAJIB PAJAK, BEBARAN OMZET DAN
TATA CARA PEMBUKUAN ATAU PENCATATAN

Pasal 24

Wajib paj'ak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan wajib pajak
Badan di Indonesia yang melakukan usaha dengan omzet dalam satu

tahj.m paling sedikit Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) atau lebih
wajib menyelenggarakan pembukuan.

Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan wajib pajak
Badan di Indonesia yang melakukan usaha dengan omzet dalam satu
tahun kurang dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) wajib
menyelenggarakan pencatatan.

Pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2)
harus diselenggarakan dengan itikad baik dan mencerminkan keadaan
atau kegiatan usaha yang sebenarnya.

Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan di Indonesia dengan
menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan
disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris dengan
terjemahan dalam bahasa Indonesia jika dibutuhkan.

Pembukuan sekurang-kurangnya terdini atas catatan mengenai harta,
kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian
schingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.

Pencatatan sekurang-kurangnya harus menggambarkan antara lain :
a. Peredaran atau penerimaan bruto dan/atau jumlah penghasilan bruto
yang diterima dan/atau diperoleh;
b. Penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau penghasilan yang
pengenaan pajaknya bersifat final;

Pembukuan atau pencatatan atau buku, catatan dan dokumen yang

‘adi dasar pcmlmkuan atau pencatatan dan dokumen lain tcrmasgk
hasil pengolahan data dari pcmbukmn.yaqg_ dikelola secara elektronik
atau secara program aplikasi on-line wajl}) disimpan selama !0 (sepulgp)
tahun di Indonecsia, yaitu di tempat kegiatan at:iu tcyxpat tinggal wajib
pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan wajib pajak badan.

BAB X ...
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BAB X
KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 25

Da_lam hal Kepala Badan berhalangan, maka pejabat yang berwenang menunjuk
pejabat selaku pelaksana tugas dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

BAB X1
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 1 Julh 2017

BUPATI SINTANG,

9_ t+

{ JAROT WINARNO

Diundangkan di Sintang

SEKRETARIS DAERAH EKABUPATEN SINTANG

. R -

s

YOSEPHA HASNAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2017 NOMOR ....
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PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR : 53 TAHUN 2017

TANGGAL : 1JULI 2017

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
PAJAK PARKIR

A. Tata Cara Perhitungan

Rumus : Tarif Pajak x Dasar Pengenaan

Dasar Pengenaan

: Jumlah Pembayaran atau yang seharusnya dibayar

penyelenggara tempat parkir.

B. Contoh Perhitungan
Sebuah usaha penitipan kendaraan bermotor, selama 1 bulan memperoleh
penghasilan dari pembayaran parkirmya sebesar Rp.10.000.000.00

Cara Perhitungan Pajak :
Tarif Pajak =20 %
Dasar Pengenaan = Rp.10.000.000,00

Maka pajak yang harus dibayarkan pada bulan tersebut adalah :
= 20 % x Rp.10.000.000,00
= Rp.2.000.000,00

BUPATI SINTANG,

( 7 JAROT WINARNO
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PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR ¢ 53 TAHUN 2017
TANGGAL : 1JULI 2017

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
PAJAK PARKIR

B. Formulir Pendaftaran Wajib Pajak

PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH

JL.JEND.AHMAD YANI NO.2 SINTANG - 7
: 2¢ ~ 78611 KALIMANTAN BARAT
Telp. (0565)20150 Fax. (0565) 21867 Email : dispends sintangigmail.com.

FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK BADAN/PEMILIK USAHA

KEPADA :
Yth. Kepala Badan Pengelola
Pendapatan Daerah Kabupaten

Sintang
di-
Sintang
PERHATIAN
1. Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf CETAK.

2. Beri Tanda V pada [_] yang tersedia untuk jawaban yang diberikan.
3. | Setelah Formulir Pendaftaran itu diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada |
Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kab.Sintang atau langsung melalui petugas yang

memberi.
DIISI OLEH WAJIB PAJAK
1. Nama Badan/Merk Usaha R F g A Fo A e
2. Alamat (Fotocopy Surat S eSO R e SR A A ST SRR SRR A BN
Keterangan Domisili/KTP
dilampirkan)
- Jalan / RT B e A R T b m e R e e N e
= Desa o S S
- Kecamatan § g ———
“ Knbupgten S teemmreasseveselannsannNeARRRAeattiNNrIaNRRISRasednssbenttadabeinnbie
- Nomor Telepon § iisseesseessbevansisuadeasiraibasnniain onnatasebesRALILEsanasteniin
- Kode Pos B useedettiBERIINRItAe e s acdabsanatanatitanttsaasianbonanssatatinata

3. Surat izin yang B, Teav111’ SO OO SO PR RN PPPEI
(Fotocopy Surat lzin Usaha
Harap dilampirkan)

4. Bidang Usaha (Harap diisi
scsuai dengan bidang
usahanya)

[  Penyelenggaran parkir diluar badan jalan

......................................................................



Nama Badan/merk usaha

o POANYT7

JADATAE 00000 R s R sy s aan g ans
Alamat tempat tinggal B T e R T S AP R P R A
(melampirkan identitas yang
dilaporkan)
~ Jalan/RT B o e LR RS
- Desa T eietieeeebestasessmsiarsarareestobessastarinrssannnnedaiontarsnrrnran
- Kecamatan U iumemsesraswereesapiibtensnrastvavesebidatustaeranrareessnsiatanvaTiY
- Kabupaten B ol CREEE e s s e SR N
+  Nomor Telepon B7 s qusnsmssvas eteamansammmsoprsnassansasssadn d AN dbr7o provaibi s
- Kode Pos R A e bl e WU DS AR OO P R L LT
Kewajiban Pajak
Cj Pajak Parkir
Didata pada tanggal R : ciiiissesiesid i
Nama Petugas o eoeRtassEsanaRERSttaReeIITE sattTe avdeony
NIP B SR e saREeAEAY SRR S e PR

BUPATI SINTANG,

Q
4 JAROT WINARNO
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BAB X
KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 25

Da.lam hal Kepala Badan berhalangan, maka pejabat yang berwenang menunjuk
pejabat selaku pelaksana tugas dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

BAB X1
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 1 Juli 2017

BUPATI SINTANG,

9_ T

/ JAROT WINARNO

} Diundangkan di Sintang
pada tanggal 1 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH EABUPATEN SINTANG

. Ry -

s

YOSEPHA HASNAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2017 NOMOR ....

asﬂm RN
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PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR : 53 TAHUN 2017

TANGGAL ¢ 1JULI 2017

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
PAJAK PARKIR

A. Tata Cara Perhitungan

Rumus : Tarif Pajak x Dasar Pengenaan

Dasar Pengenaan

: Jumlah Pembayaran atau yang seharusnya dibayar

penyelenggara tempat parkir.

B. Contoh Perhitungan
Sebuah usaha penitipan kendaraan bermotor, selama 1 bulan memperoleh
penghasilan dari pembayaran parkimya sebesar Rp.10.000.000.00

Cara Perhitungan Pajak :

Tarif Pajak

=20 %

Dasar Pengenaan = Rp.10.000.000,00

Maka pajak yang harus dibayarkan pada bulan tersebut adalah :
= 20 % x Rp.10.000.000,00
= Rp.2.000.000,00

BUPATI SINTANG,

(
7 JAROT WINARNO
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LAMPIRAN Il PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR : 53 TAHUN 2017
TANGGAL : 1JULI 2017
TENTANG ¢ PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
PAJAK PARKIR

B. Formulir Pendaftaran Wajib Pajak

PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH

JL.JEND.AHMAD YANI NO.2 SINTANG - 7861
.2 € - 1 KALIMANTAN BARAT
Telp. (0565)20150 Fax. (0565) 21867 Email : dispenda. sintangugmail.com.

FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK BADAN /PEMILIK USAHA

KEPADA :
Yth. Kepala Badan Pengelola
Pendapatan Daerah Kabupaten

Sintang
di-
Sintang
PERHATIAN :
1. Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf CETAK.

2. Beri Tanda Y pada [_] yang tersedia untuk jawaban yang diberikan.

3. | Setelah Formulir Pendaftaran itu diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada |
Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kab.Sintang atau langsung melalui petugas yang

memberi.
DIISI OLEH WAJIB PAJAK
1. Nama Badan/Merk Usaha e R B B B L A
2. Alamat (Fotocopy Surat S wE BN TR e T S S TSR A R SR
Keterangan Domisili/KTP
dilampirkan)
- Jalan/RT T R e s A R A A SR
= Desa L ereseeteiensAEERSEERISNEETI NN IR AYS IR RS SARaRCadANELdeniaen ey
2\ Kecamatan S RasEAAPY N AAAEANAI RN aE AR Se R AT RARNSEAN ML B dun ke TS (4 TN b
. Knbuwten o L T P P PR
- Nomor Telepon ©  eebisamseeesbesansesmAtaResiesitaaRRIeR e RSt Rt AR S e anhanan enean
. KDdc Pos B ueeedeniiBsEINIRAYaTSesensidebbanatinNLItanttsaasianbonanasasatinata

3. Surat izin yang BT Tent 11« OO PP OO S PPRP P
{(Fotocopy Surat lzin Usaha

Harap dilampirkan)

4. Bidang Usaha (Harap diisi
sesuai dengan bidang
ugahanya)

[  Penyelenggaran parkir diluar badan jalan

......................................................................



o PONYT

Nama Badan/merk usaha

AN = 000000 B creseare e s Aot
Alamat tempat UNGRAl = 1 Lieciienssiidesisiiaaisann suiss raesssiasasiss
(melampirkan identitas yang
dilaporkan)
~ Jalan/RT B R R B A R S BRI S
- Desa ST PP OD P PPPRP R
- Kecamatan L AN el B A T P
- Kabupaten D
+ Nomor Telepon B s qucemmensions otisamanmmmampenssansnensanadn AL A4S S Sp ovih i
- Kode Pos A RS L D S A NS P
Kewajiban Pajak
[ 1 Pajak Parkir
Didata pada tanggal RS P LI T -
Nama Petugas % wyssynsnmumanEonss A R )
NIP & asENeeEr s U smaRE SRR Gvenivaanpsaens PO,

BUPATI SINTANG,

Q
/7 JAROT WINARNO




